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RINGKASAN 

 

Dispendukcapil Kabupaten Malang merupakan instansi yang menerapkan SIAK 

diterapkannya adminiistrasi penduduk, dengan adanya SIAK tersebut sangat membantu 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pendataan penduduk serta 

pengelolaan data kependudukan di Kabupaten Malang. Maksud dari penelitian ini yakni 

memahami tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan Pada 

Dispendukcapil Kabupaten Malang. Sedangkan teknik penelitian yang diterapkan peneliti 

pada penelitian ini mengunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

secara umum pelaksanaan SIAK pada Dispendukcapil Kabupaten Malang sudah cukup 

baik, mengenai  hal tersebut dapat diketahui dari tiga perspektif yaitu dukungan 

pemerintah, ketersediaan sdm dan Manfaat yang dirasakan pihak dispendukcapil dan 

masyarakat. Walaupun terdapat kekurangan yaitu sosialisasi terhadap masyarakat yang 

tidak efisien. Selain itu fasilitas yang belum memuaskan yaitu seperti infrastruktur yang 

disediakan mengenai papan informasi yang disediakan pihak dispendukcapil ada 

informasi yang tidak berkaitan dengan informasi admiinistrasi kependudukan serta 

manfaat yang dirasakan bagi masyarakat pengguna layanan belum dirasakan bagi 

masyarakat walaupun SIAK sudah diterapkan dikarenakan pembuatan dokumen 

kependudukan melebihi batas maksimal tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara bekembang yang memilikii 

jumlah masyarakat yang tidak merata disetiap wilayah. Menyikapi 

masalah itu pemerintah berupaya mendapatkan data masyarakat melalui 

teknologi yang berlandaskan e-goverment guna menangulagi permasalah 

pendataan kependudukan. 

Dari hasil Bappenas, pada tahun 2020 masyarakat di Indonesia 

mencapai 271 juta jiwa. Total tersebut terdiri dari 134,92 perempuan dan 

136,14 laki-laki. Perkembangan  masyarakat tersebut merebak kepulau-

pulau dampai marauke, penyebaran yang tidak merata disetiap wilayah 

tentunya akan berdampak  masalah dalam penerapan pembangunan 

diindonesia contohnya rendahnya akses kesehatan kemiskinan, dan 

pengaguran serta lain sebagainya.  

Selain itu pemerintah lagi berusaha merancang rencana pendataan 

penduduk supaya bisa mendapatkan data penduduk di indonesia secara 

akurat ditingkat nasional. Penerapan pendataan penduduk berlandaskan e-

government ini telah diterapkannya SIAK di Indonesia. Penerapan SIAK 

ini diterapkan di Dispendukcapil Kabupaten Malang sejak tahun 2011 

keunggulan menggunakan siak tersebut dipergunakan mendata penduduk 

secara cermat juga dapat memberikan NIK secara manual serta permanen 

 



bagi satu penduduk, dalam hal ini dapat memangkas  dokumen 

kependudukan yang dobel.  

Bertambahnya perkembangan masyarakat pun terjadi dikabupaten 

Malang  dikarenakan meningkatnya urbanisasi yang semakin meluas dan 

pesat. Keadaan tersebut memicu banyak problem baru, seperti masalah 

kriminnalitas serta kesenjangan sosial dan meningkatnya jumlah 

pengaguran. Berlandaskan data Dispendukcapil Kabupaten Malang pada 

Tahun 2020 jumlah penduduk mencapai 2,947.719. Dengan jumlah 

masyarakat yang besar kemungkinan bisa mengakibatkan dinamika 

penduduk yang memerlukan kepedulian utama dari pemerintah. Kabupaten 

Malang mestinya bisa menangulagi problem mengenai permasalah 

penduduk tersbut dengan melalui penyelengaraan data masyarakat dengan 

baik supaya bisa nantinya mendapatkan penangulangan dan merancang 

strategi yang tepat. 

Dispendukcapil Kabupaten Malang ialah lembaga pemerintah 

mengelolah persoalan adminiitrasi penduduk yang terdapat dikabupaten 

malang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No13 Tahun 

2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan 

Sipil. Alasan diterapkannyaa Perda tersebut pastinya akan berupaya 

memperoleh data pendudk serta pemetaan yang akurat serta melihat 

kemajuan dari pemerintah untuk menanggulangi permasalah yang sedang 

dihadapi publik.  



Dalam penyelenggaraan adminiistrasi penduduk tentunya ada problem 

yaitu. Prosedur administrasi kependudukan rakyat relatif membutuhkan 

batas yang agak lamban disebabkan prosedurnya yang berbelit-belit, 

masyarakat wajib melewati rangkaian proses berawal ditingkat 

desa/kelurahan, kecamatan lalu selesai kedispendukcapil. Antri yang lama 

berlangsung setiap waktunya di dispendukcapil dan besarnya daerah 

kabupaten malang yang menyebabkan jarak tempuh yang jauh dan biaya 

transportasi yang mahal yang dirasakan oleh masyarakat kabupaten 

malang. Oleh sebab itu kelaknya bisa berakibat fatal bagi masyarakat yang 

tidak disiplin administrasi. Problem lainnya terkait dengan jaringan KTP 

Elektronik yang sering offline. dan informasi data kependudukan yang 

disampaikan pihak desa maupun kelurahan melewati kecamatan tiap 

bulannya terdapat data mempunyai struktur laporan yang beda sehinga 

mempersulitkan pihak dispenduk mengelolah laporan dan lambatnya 

proses laporan mengenai data kependudukan yang baru. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan 

Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Dispendukcapil 

Kabupaten Malang ? 

2. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Sistem Informasi 

Adminitrasi Kependudukan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik 

Pada Dispendukcapil Kabupaten Malang? 

  



1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Penerapan Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan 

Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik. 

2. Megetahui Penghambat dan Pendukung Penerapan Sistem Informasi 

Adminitrasi Kependudukan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis, penelitian ini bisa menjadi rujukan  dalam 

memaksimalkan pelaksanaan (SIAK) pada dispendukcapil kabupaten 

malang dan berguna juga untuk referensi bagi peneliti yang akan 

melakukan kajian teori tentang (SIAK). 

2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti 

Penelitian harapannya bisa meningkatkan pengetahuan pneliti 

mengenai penerapan (SIAK) pada pelayanan publik 

didispendukcapil kabupaten malang. 

b. Bagi Dispendukcapil Kabupaten Malang penelitian harapannya 

bisa menjadi evaluasi dan arahan bagi dispendukcapil kabupaten 

malang  dalam meningkatkan penerapan (SIAK). 

c. Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai materi referensi bagi 

peneliti lain dalam melakukan penelitian serupa.  
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